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. PENDAHULLIOGN

Manusia secara kodrati telah  merupakan  Subyek  Hukum
{(Natuurlijke Persaon) sebagairl pencdukung Hak dan  EKewajiban,.
Awal dan akhir kedudukan manusia sebagal Subyek Hukum ditan-~
ctal dengan dua peristiwa yailtu @ Kelahiran (Jika perlu manu-
sia sudah dianggap ada sewaktu masih dalam kandungan  ibunys
berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata) dan Kematian. DI antara
kedua peristiwa tersebult manusia sebagal pendukung Hak  dan
Kewaiiban mendapat arti dan tujuannya.

Sejalan dengan pertumbuhan dan petkembangan masvyarakat,
semakin bhanyak pula jenis kebutuhan manusia. Salah satu Jenis
kebutuban tersebut antara lain menciptakan suatu subyek bukum
lain sebagal pendukung hak dan kewajibannva yvang tkeberadaan-—
nya terbatas dalam bidang hukum sala. Subyek hukum lain  yvarng
diciptakan tersebut adalan Badan Hukum (recht-persoon).
Badan-hadan {hukum) dapsat turut serta dalam masvarakat seper—
t1  seorang manusis, dan dianggap pula sebagai orang manusia
helaka terhadap segala ﬁeratu%an*peraturah hu@um vang berlaku
dalam suatu masyarakat {(Wirjiono, 198% & a3

Herbeda dengan manusia yvang memperoleh. kedudukan sebagail
subiyek hukum secara afamiah,AtePhadap Hadan Hukum akarr  mem-
peraleh  kedudukan sebagal subyek hukum sejak Badan Hukum
teraebut  dibuat dengan melalui tahap—-tahap tertentu. Salah
gatu  bentuk Badanm Hukum yang dibuat atau diciptakan oleh
manusia adalah Perseroan Terbatas (PT). Telah diakui secara
umum  bahwa PT merupakan "persona standl in Jjudicieo'", oleh
karenanya melalul organ—grgannya befhak mengurus, mengelola

dan  menguasai harta kekayaan perseroan terbatas, serta ber—




(2]

tangguna iawal  sendiri atas segala  hak  dan kewajibannyaﬂ
Dengan kata lain perseroan terbatas sebagai badan hukum  vang
sempurnag, mempunyal eksistensi yang mandiri, vang memiliki
hak-hak  dan  kewajiban—-kewajiban. Sehubungan dengan ity PT
dapat memiliki harta kekayaan, membuat hutang, mengadalkan
perianjian dengan badan-badan hukum lainnya maupun perarangan
darn  sudabh  tentu segala tindakkan PT dilsakukan oleh argan-—
organnya.

Dalam membuat atau menciptakan suatu badan hukum (Perse-—
roan Terbatas) ada empat tahap yang harus dilalui. Dari empat
tahap tersebut, tahap kedua merupakan tahap Pengesahan dari
Mer ters kKehakiman. Tahap ini sangat penting uwuntuk dikaji,
karena dari beberapa contoh akta pendirian PT yvang dijadikan
contoh dalam pembahasan ini, menteri kehakiman sebagal satu-
satunya instansi yang berwenang memberilkan pengesahan terha-
dap pendirian perseroan terbatas, ternyeta menteri kehak iman
tidak konsisten dalam memperqgunakan i1stilah Pengesahan atau
dipergunakan istilah lailn vyang tidak sejalan dengan isi
ketentuan Fasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang {(KUHD) .

Froses sebuah PT  untuk mendapatkan pengesahan  dari
menteri kehakiman memakan waktu vang cukup panjang, sehinggs
ada kalanya sebuah PT yvang belum memperaleh pengesahan terse-
but telah melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam
anggaran dasarnya.

Sebuah PY  vang belum mendapat pengesahan akan tetapi
telah beroperasional akan memberi akihat lain, yaitu dalam
hal pertanggungiawab perbuatan persercan terbatas tersebut,
tanggunglawab para pengurus, pemegang saham dan akan  berkai-

tan pula dengan status perseroan terbstas itu sendiri.

B. PERMASALAHAN
Dar'i uraian diatas, permasalahannya adalan :
1. Herkaitan dengan keduduwkan bhadan hukum perseroan terbatas
atau kapan sebuah perseroan terbatas memperoleh kedudukan

sebagatl badan fwakum 7




2.

fApakah sejiak adanya pengesahan dari menteri kehakiman atau
setalah pendaftaran pade pengadilan negeri setempat dan
pengumuman anggaran dasar perseroan terbatas dalam Tamba-
han Herita Negara Republik Indonesia (THNRIT) 2.

Dalam tahap yang mana sebuah perseroan terbatas memperolen

status badarm hulum 2
PEMBAHASON

L. FTahap-tahap Pendirian Persercan Terbatas

Dalam mendirikan suatu PT ada empat tahap vang harus
dipenuhi yvaitu :

1. Akta pendirian harus dibuat dengan akta otentik {nota-
ril}), sesual dengan Pasal 38 avyat (i) KUHD.

2. Akta pendirian tersebut atauw konsepnya harus diki-
rimkan ke Departemen Kehakiman (Menteri Kehakiman)
untuk mendapat pengesahan, sesual dengan Pasal 36 ayaﬁ
(2 KUHD.

X, tetelah akta pendirian mendapat pengesahan daril
menteri kehakiman, maka akta tersebut berikut Surat
Keputusan Pengesahan, didaftarkan dalam buku register
umum vang disediakan untuk keperluan tersebut di  Kepa-
niteraan HFengadilan Negeri dalam wilayah hukuam perse-
roan tersebut berkedudukan, sesual dengan Pasal 38 ayat
(2 KUHD.

4., Setelah akta selesai didaftarkan, maka akta terse-
but berikut surat keputusan pengesahan diumumkan dalam
penerbhitan resmi Tambahan Berita Negara Republik Indo-
nesia, sesual dengan Pasal 38 ayat (2) KUHD.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa, yang sangat
menarik untuk dikaji yaitu tahap kedua (pengesabhan} dari
menter: kehakiman atas akta pendirian PT.

Pasal 36 ayat (2) KUHD menyatatakan bahwa naskah
atau akta pendirian harus disamnpaikan kepada menteri

kehakiman untuk memperoleh pengesahan. Jelas bahwa istilah




Y anGg gdipergunalkan untuk mem berilkan persetujijuan terha-
dap akta pendirian persercoan terbastas oleh menteri kehaki-
man yaltu PENGESAHAN,

Ternyata heberapa contcoh di bawah ini, menteri keha-
kiman dalam memberikan persetujuan terhadap akta pendirian
perseroan terhbatas digunakan beberapa istilah vaitu:

a. Tambahan Berita Negara RI tahun 1956 Nomor 762 menge-
nai Kian BGwan Company Indonesia l.imited N.V. : memberi
kebenaran atas naskabh pendirian.

b. Tambahan Herita Negara RI tahun 1962 Nomor 232
menenal PT. Deli Estaete Enginering @ memberikan penge-
sahan atas naskah pendirian.

<. Tambahan Berita Negara RI tahun 19270 Nomor 209 mengenai
N.V. Dliefabrik Soon Seng @ mengesahkan perubahan pasal
1, 4 dan 5 anggaran dasar perseroan terbatas.

d. Tambahan Berita Negara RI tahun 1973 Nomor 892
mengenal PT. Jandul @ memberikan persetujuan atas akta
pendirian.

. Tambahan BHerita Negara RI tahun 1985 Nomor 114535
mengenal FPT. Simalungun Nadear : memberikan persetu-
Juan atas akta pendirian.

. Tambahan Herita Negara RI tahun 1990 Nomor- 9264
mengenal PT. Bandar Meriah : memberikan persetujuan
atas akta pendirian.

Memperhatikan hal tersebut di atas, ternyata terhadap
perbuatan yvang sama menteri kehakiman telah mempergunakan
heberapa istilah, seperti :

. Memberi kebenaran,

2. Memberikan pengesahan,

3. Mengesahkan,

4. Memberikan persetujuan.

Sebenarnya apapun istilah yang dipergunakan, maksud-
nya tetap sama yaitu memberikan pengesahan atau mengesah-
kart. Namun demikian demli keseragaman mengenal idstilah

vang dipakail, maka sesual dengan isi FPasal 36 ayat {2)




KUHD vailtu seyogyvanya dipakai istilah pengesahan. Istilah

pengesaban inil merupakan terjemaban dari  istilah "bewil-
ligen” vang tercantum dalam teks asli Wetbook van Koo-
phandel (WvK) yvang berartl "memberikan persetujuan' bukan

"pengesahan', tetapi oleh karena salah satu sumber  hukum
perusahaan yang berlaku yaitu KUHD, istilah vang dipergu-
makan sﬁbaiknya mengacu apa yang tercantum dalam KUHD.
Tuljuwan adanva pemberian pengesahan daril mertteri
kehakiman dalam pendivrian PT, antara lain adalah sebagai
pengawasan agar  badan hukum PT vang karena kekurangan,
 kelemahan dalam anggaran dasarnya dapat merugikan masyara-

kLat, dan pengawasan inl sifatnya preventif.

2. Perseroan Terbatas dalam Pendirian

Sebagalimana telah dikemukakan sebelumnvya, bahwa dalam
mendirikan PT dengan tetap mengikuti tabhap-tahap tersebut
di  atas dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama
dalam tahap kedua yaitu pengesahan dari menteri kehaki-
marn .

Dalam praktek setelah akta pendirian =selesail dibuat
kemudian harus dikirimkan ke Departemen Kehakiman untuk
disahkan. Departemen Kehakiman akan memeriksa semua hal
vang berkaitan dengan akta pendirian perseroan  tersebut.
Dalam proses pemeriksaan di Departemen Kehakiman memakan
waktu yang lama terutama dalam memeriksa anggaran dasar PT
tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena kalau tidak
diperiksa dengan dengan teliti, kemungkinan ada PT  mempu-
nyal nama yvang sama dengan PT yang telah ada sebelumnya
atau ada maksud dan tujuvan PT bertentangan dengan kesusi~
laan dan ketertiban umum.

Ada tiga wnsur penilaian vang hiasa diperhatikan oleh
menteri kehakiman atas pendirian atau perubahan  anggaran
dasar persgroan  terbatas didasarkan pada Pasal 37 KUHD
vaitu :

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan atau keter-



tiban umum.

2. Tidak bhertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38
sampal dengan Pasal 895 KUHD.

3. Tidak adanva keberatan lain vang penting (geen
gewlchtgebedenking) terhadap pendirian atau perubahan

anggaran dasar PT.

Hal lain vang memhuat proses pengesanan memakan waktu
yvang cukup lama vaitu terbatasnya petugas atau para ahlli
yang memeriksa satu persatu akta pendirian atau perubahan
anggaran dasar PT, dan juga tidek ada waktu vyang tegas
dalam jangka wakitu berapa lama pengesahan ity  dapat di-
peroleh. Menurat Rancangan Undang-undang Persercan  Terba-
tas  yang sedang diﬁahas oleh pemerintah  bersama Dewan
Ferwakilan Rakyaet, perngesahan pendirian FT selesal  dalam
waktu selambat-lambatnya &0 hari.

Mengingat tahap-tahap dalam pendirian PT yang hemakan
walktu cukup lama tersebut, dalam praktek sering terjadi
para pendiri PT tidak sabar untuk menunggu sampal pProses
pandirian PT-pya terlaksana dengan sempurna, sehingga
fanva dengan mempergunakan salinan  atau  turunanm  akta
pendirian darli notaris, PYT langsung menjalankan kegiatan-
nya sebagaimana layasknya sebuah PT  vyang telah berdiri
dengan sempurna.

FT demikian itu dalam berbagail literatur bukum peru-
sahaan -disebut sebagai "perseroan terbatas dalam pendiri-
an'  atau"NV...in oprichting" disingkat "NV..i.e", dapat
Jjuga disebut "NV..in wording” atau "NV in statu nascendi'.

Apabila PT dalam pendirian tersebut dikaitkan dengan
ini Pasal 364 ayat (2) KUHD vang menyatakan bahwa akta
pendirian perseroan terbatas terlebih dahulu harus menda-—
pat pengesaban dari menterli kehakiman, maka dapat ditaf-
sirkan sebenarnya PT tersebut belum dinyatakan ada, namun
karena dalam prakiek ada anggapan bahwa sebuah PT  telah
ada atau telah berdiri sejak selesainyva dibuat akta pendi-

yian di hadapan notaris.




Seperti telah diuraikan di atas, PT  sebagai subyek
fukum  yvang memikul hak dan kewaiiban, dalam kehidupannva
tidalk dapat bertindak sendiri, maks untuk dapat bertindak
sarta  i1kut serta dalam lalulintas kehidupan, haruslah
diwakili suatu organ yang sah. Organ atau lembaga vang sah
mewakili  persercan  terbatas, vang oleh hukum ditunjuk
urttuk mewakilil halk dan kewajiban perseroan terbatas adalah
FPengurus  atau  Direksi {(Pasal 44 KUHD) . Dengan demikian
Direksi pada dasarnya merupakan perwakilan P77  gsebagail
badan hukum yanrg mempunyal eksistensi terpisah dari peme-
gang sahamnya, oleh karena itu, Direksl mempunyail suatu
kemandirian vang lepas daril pemegang saham atau dengan
kata lain Direksl adalah bukan perwakilan atau kepanjangan
tartgan dari para pemegang saham perseroan.

Dalam Tatacara Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran
Dasar vang dikeluarkan Dirjen Hukum dan Perunsang-undangan
Nepartemen Kehakiman (19846 @1 11}, direksi sebuah perseroan
terbatas biasa dibebani dengan pengurusan perseroan, yang
hak dan kewajibannya meliputi:

L. Hak untuk mengurus (manage) perseroan terbatas,

2. Hak urntuk menguasal, memindahtangankan dan menge-
loala  kekayaan perseroan terbatas (beheren en  beschik-
ker ),

3. Hak wuntuk mewakili perseroan terbatas di muka dan di
luar pengadilan.

Keberadaan PT dalam pendirian merupakan suatu keadaan
vang ltimbul dalam praktek yang sangat sulit untuk dihi-
langkan, sebinggs keadaan seperti ini tidak dapat dianti--
sipasi oleh KUMD. Dalam KUHD hanyva ditentukan apabila
sebuah PT belum melakukan pendaftaran dan pengumuman, maka
para pengurusnya harus bertanggung Jjawab seluruhnyva atas
tindakkan mereka terhadap pihak ketiga.

Hal vang perlu mendapat perhatian dari PT  dalam
pendirian  tersebut adalah mengenal pertanggungiawaban

tindakkan—tindakkan vyang dilakukan oleh persercoan terse-—




but, dergan kata lain siapa vang harus bertanggungiawab.

Aca

dua pendapat vang perlu disimak mengenal sisapa vang

harus bhertanggungjiawab tersebut yvaitu dari:

5.

Rudhi Prasetya (19283 @ 94) berpendapat bahwa peEngu-
rus per-seroan dalam pendirian vang harus bertang-
gunglawab terhadap pihak ketiga.

fApabila dikali lebih jauh pendapat Rudhy Prasetya
tersebut, babwa pengurus (dalam hal ini vang dimak-
sud yvailitu direksi) yang harus bertanggungiawab terhadap
nihak ketiga. Pertanggungjawaban seperti int akan
sangat sulit jika ternyata vang Jjadi pengurus adalah
cH@andg laim yang ditunjuk oleh para pendirli perseroan
atau oleh para pemegang saham persercan, sehingga
kalau perseroan terbatas dalam pendirian dalam
operasionalnya mengalami kerugian dan kemudian terjadi
paerseroan  tidak dapat memenuhl kewajibannya kepada
pihak ketiga, ada kemungkinan direksi mengundurkan
diri dari jahatannya atau melepaskan segasla pertang-
gungliawabannya atas tuntutan pihak ketiga, apabila ini
terjadi sudah tentu pihak ketiga tersebut sangat
dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jjika pihak
ketiga terlebih dahulu mengetahui bahwa ia berhubungan
dengan perseroan  terbatas dalam pendirian, pihalk
ketiga tetap harus meminta perifanggungiawaban  dari
peEngurus perseroan, dan pihak ketiga vyang dirugikan
tidak dapat meminta pertanggungiawaban kepada para
pemegang saham persercan, karena pemegang saham  perse-
roan  atau peserao hanya mempunyal hubungan dengan
peEngUrus, vang merupakan  hubungan  pemberian kuasa
antara pesero dengan pengurus, lebih tegas dapat dika-
takan bahwa direksi harus bertanggurngiawab Sampéi
kepacda harta pribadi kepads pihak ketiga dan tanggung-—
Jjawah seperti 1ini sama dengan tanggungjawab sekutu
kerja pada perse kutuan firma (pasal 18 KUHD). Untuk

menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya perse-




roan terbatas dalam pendirian tidak melakukan transaksi

apapun dengan pihak ketiga.

2. Rochmat Soemitro (1993 @ @ — 10) berpendapat bahwa

vang harus bertangqungjawab terhadap pihak ketiga
vaitu para pendiri secara renteng (bertanggungiawab
renteng) .
Pendapat Rochmat Soemitro ini mempunyal bentlk
per-tanggungiawairan  vang berbeds dengan vang pertama
tersehut ol atas. Alasan mengapa pengurus harus  ber-
tanggungiawab renteng, Rochmat Soemitro menyebutkan
bahwa " dalam keadaan seperti ini perseroan  belum
dianggap sebagal badan hukum, tetapl sebagai perseku-
tuan yvang modalnya terbagl atas sabam-saham.
Jika para direksi PT dalam pendirian adalah para pesero
sendirli, maka ada kemungkinan akan mempermudah dimin-
tal pertanggungiawabannya oleh pihak ketiga atas segala
kerugian vang dialami oleh pihak ketiga. Akan tetapi
meskipun demikian tetap harus dibedakan antara orang
llain vang bukan pesero bertindek sebagail direksi maupun
para pesern yvang bertindak sebagai direksi.

. Di antara kedua pendapat tersebut di atas, sebenarnya
tidak ada perbedaan yvang prinsip, karena keduanya menekan-—
kan kepada keharusan para pengurus perseroan untuk  ber-—
tanggungiawabh terhadap pibak ketika, hanva di  sini  vyang
menjadi masalah yaitu sampail sejaubmana pertanggungjawaban
tersebut, apakah sampal kepada harta pribadi pengurus atau
secara renteng.

Mengkaji PT dalam pendirian, karena belum disahkan
aleh menteri kehakiman, sehingga belum diumumkan serta
belum didaftarkan, maka perseroan tersebut belum diketahul
oleh pihak ketiga, apakah sudah melalul syarat-syarat
vang sucdah ditentukan sehingga berkedudukan sebagal badan
hukum ataw belum,

Agar pihak ketiga vang berbubungan dengan PT  dalam

pendirivan dan apabila dirugikan aoleh persercan tersebut,
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maka sudah sepatutnya penqgurus perseroan  bertanggungiawab
kepada  pilrhak ketiga atas segala tindakkannvyva. Karena PT
dalam pendirian belum memperoleh status sebagai badan
hukum, maka segala tindakkan pengqurus perseroan adalah
tindakkan praibsadi, sehingga ia harus bertanggungiawab
sampal kepada harta pribadi.

Fada akhirnya segals tindakkan pengurus PT  dalam
pendirian  harus dipertanggungiawabkan kepads npersercan

setelah perseroan disahkan sebagali badsn hulum.

3. Lara Terbentuknya Badan Hukum

Cara terbentuknya suatu lembaga vyang memperoleh
status sebagal badan bukum ftidaklah selalu sama, adsa yang
sudah ditentukan oleh peraturan perundang-—undangan bahwa
lembaga yang disébut dalam undang-undang yvang bersangkutan
mempunyal status sebagai: badan hukum, atau ada yvang mela-—

tui pengesahan dari  instansi tertentu atau Jjuga campuran

dari lkedusa hal tersebut di atas atau juga berdasarkan
yurisprudensi.
Pada dasarnya ada empalt cara terbentuknya badan
hulkum yaitu (Retnowulan, tanpa tahum @ 1 ~ 2) @
1) Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan.
Menurut sistim ini bahwa suatu lembaga akan mempercleh
kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disah-
kan oleh isntansi yang befwenang untuk mengesahkannya
atau instansi vang ditunjuk oleh peraturan  perundang-
undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memper-—
oleh  kedudukan sebagai badan  hukum  karena terlebih
dattuln mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman
{menteri kehakiman) sebagaimana tersebut dalam Pasal
36 KUHD.
Z) Ditentukan oleh undang-undang.
Menurut sistim  ini  undang-undang telah menentukan

sendiri bahwa lembaga vang tersebut dalam undang-undang




4)
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vang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Bank
Sentral atauw Hank Indonesia dinvatakan sebagai  Badan
ks uam oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 yang
mengatur terntang Bank Hentral pada Pasal 1 avat (2).
Hal separti  1ni tercantum pula dalam pasal 19 ayat
{(2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985%  tentamg Rumah
Husun, yvang menentukan bahwa perhimpunan penghbuni rumah
susun yvang didirikan menurut  ketentuan undang-undang
ini  diberi kedudukan sebagail badan hukum. Dalam kai-
tannva dengan hal 1ini menurut Rudhy Prasetyva, pemben-—
tukan badan hukum dengan undang-undang ini ditagi dua
yvaltu (Rudhy, 1983 @ 19 - 20) =

a. Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang, bahwa
suatu badan adalah badan hukum. Contohnya FPertami-—
na (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971).

b. Dengan melihat karakieristika yvang diberikan oleh
undang-undang atas sesuatu bhadan. Contahnya PT.
dinvatakan sebagai hadan hukum karena karakteristi-
kanya ditentukan oleh undang-undang.

Bistim Campuran.

Menurut sistim ini status badan hukum diperoleh karena

ditentukan oleh wundang-undang i1tu sendiri dan setelah

ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya

Koperasi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Koperasl. Pacda Pasal 9 ditegaskan bahwa Koperasi mempe-—

raoleh status badan hukum setelah akta penrndiriannya

disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini departemen atau
menterli yang membidangi urusan koperasi).

Melalul Yurisprudensi.

Status badan bukum suatu lembags karena ditentukan oleh

vurispudensi, contohnya vavasan menurut Hogerechtshof

1884 (Mahkamah Agung, Hindia-Belanda) adalah badan

hukum.
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4. Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum
Sebuah PT  akan memperoleh kedudukan sebagai badan
hukum vang sempurna, apabila semua proses dan syarat vang
sudah  ditentukan dalam Pasal 38 KUHD telah dipenuhi atau
keempat tahap dalam pendirian perseroan terbatas telah
dipenuhi .
Berdasarkan pengamatan beberapa pendirian PT, dari
Tambahan Herita Negara Republik Indonesia (TBNRI)Y, De-
partemen Kehaskiman ca. Menteri Kehakiman sebagai satu-
satunya instansi  yang berwenang memberikan persetujuan
ataw pengesahan terhadap berdivrinva PT [Pasal 36 ayat (2)
KLIHB T, kadang-kadang tidak Lkonsisten dalam memberikan
persetujuan atau pengesahan dalam tahap vang mana PT telah
merupakan badan hukum.
Sebagair conteh di bawah 1ini  dikemukakan beberapa
pendapat dari Depertemen Kehakiman mengenai sejak kapan
sebuah FPT memperolen kedudukan sebagail badarn hukwum, dike-—
mukakan dalam Tambahan HBerita Negara Republik Indonesia
(TBNRI) mebagal berikut
L. TEBNRI tahun 19596 Nomopr 7872, tentang pendirian Perse-
roan  Terbatas Kian Guan Indonesia Limited N.V. Dalam
Surat Keputusan Pemberisn Petrsetujuan, pendapat De-
partemen Kehakiman dirumuskan dalam kalimat 3
"Menvatakan hahwa perseroan baru  ini adalah suatu
badan hukum mulal dari tanggal penetapan ini".
Berdasarkan pendapat tersebut di  atas, maka dapat
gisimpulkan bahwa sebuah BT akan memperoleh kedudukan
sehagal  badan  hukum setelah adanva penetapan atau
pengesahan  dari Departemen Kehakiman, dan dengan helum
dilakukan pendafttaran pada pengadilan negeri setempat
serta helum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia tidak mengurangi arti bahwa perse-
roan terbatas tersebut belum bhadan hukum.

2. TBNRI tahur 1262 Nomor 232 tentang pendirian  PT.

RDell FHstates Engineecing. Dalam Surat Pengesahannya
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Departemen Kehakiman menvatakan bahwa
e e . perseroan terbatas inl baru menjadi suetu badan
hukum, setaelah mendapat pengesahan dari Departemen
Kehakiman, pendaftaran pada pengadilan negeri yang
bersangkutan dan pengu muman anggaran dasarnya dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia'.

Pendapat Departemen Kehakiman ini sesual dengan  tahap-
tahap pendirian perseroan terbatas, sebagaimana diten-

tukan dalam pasal 38 KUHD.
TBNR tahun 19273 Noamor 892 tentang pendirian PT.

Jondul. Dalam Surat Keputusannya Menteri Kebakiman

tentang pendirian PT. Jondul ini tidalk disebutkan sejak
kapan perseracan terbatas tersebut berkedudukan sebagai
badarr  hukum  atau dengan kata lain Menteri Kehakiman

tidak memberikan pendapatnya sebagaimana pada butir 1

dar. 2.

Seharusnya sehuah PT akan memperoleh kedudukan sebagai
hadan hukum tidak perlu dicantumkan dalam Surat Keputu-—
san Menteri ¥ehalkiman tentang pengesahan PT yang dimak-
s, tetapli secara otomatis atau terjadit dengan sen-
dirinya apabilla semusa tahap pendirian persercan terba-
tas telah dipenuhi (FPasal 38 KUHD}. Karena apabila ads
pencantuman seperti ity akan menambah kerancuan kapan
preealehan k@dudukan perseraan terhatas sebagal badan
hukum.

Ternyata apa yang tersebut dalam Pasal 383 KUHD kadang-
kadang fi1dak dapat dijalankan dalam dunia praktek
peradilan, padahal Fasal 58 KUMD telah jelas mengatur
perolehan  kedudukan badan hukum persercoan terbatas.
Sebagail  1llustrasi penulis ambilkan sebuah Putusan
Mahkamah Agung Hepublik Indonesia Namar 297
kK/%ip/1974, ftanggal 351 Desember 19746, vang dalam per-—
timbangan hukumnya menegaskan : “...s2andainya benar
PT. Pancamitra belum diumumkan dalam BHerita Negsra,

namun hal ini  tidak berarti PT. tersebut belum merupa-
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kan  badan hukum melainkan hanva pertanggungliawabamnya
terhadap pilhak ketiga adalah seperti vang diatur dalam
FPasal 3% WviK, hal ini tidalk mempunyaili akibat hukum
hahwa PYT tersebut tidak mempunyal persona standi in
Judicio” (Rudhy, 1983 : 107).

BDengarn mengkaj: putusan tersebut di atas, dapat
gitafsirkan Dbahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa
suatu PT akan memperoleh kedudukan sebagail badan hukum
setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan
dengan  belum diumumkan tidak mempunyai akibat bahwa
perserpan terbatas tersebutl bukan badan bhukum.

Apabila status badan hukum PT diperoleh setelah  ada
'pEﬂgesahan dari Menteri Kehakiman saja (belum didaftar-
kan dan  diumumkan), maka akan mempurnyal akibat lain
terhadap pertanggunglijawaban pesero atau pemegang saham
teriadap  pihak ketiga, vaitu makma pertanggungiawaban
pesero  sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 39 KUHD,
hahwa pesero bertanggungiawalb atas seqQala tindakkannya
terhadap pihak ketiga, menjadil tidak ada artinya lagi,
dengan kata lain setelah ada pengesahan langsung berla-
lker  pasal 40 KUHD vang berisi pesero bertanggungjiawab
sebatas milik pesero yvang bersangkutan. PFPadahal Jika
diamati, dari tahap-tahap pendirian PT tersebut, dari
tiap tahap mempunyal tanggungjawab tertentu. Dalam
tahap pertama mulai dari akta notaris sampal
sehelun ada surat keputusan pengesahan Menteri Kehaki-
man tanggungliawab PT ada pada pengurusnya  dan  para
pesero bertanggungiawab secara pribadi untuk  semua
perikatan PT. Pada tabap kedua yvaitu sejak adanya surat
keputusan pengesahan tersebut sampal sebelum tanggal
pertgumuman  dalam THNRI, tanggungiawab PT  ada pada
paengurusitya sampai kepada harta pribadinya untuk semua
perikatan PT  terhadap pihak ketiga, sedangkan para
PERED gsudah bertanggungiawab secara terbatas, dan

pada tahap ketiga sejak diumumkan dalam TBNRI serta
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pendaftaran di pengadilan nég@ri setempat, maka perse-
roan swlah meniadl badan hukum vang sempurnya dan para
PENgUrus akan bertanggungiawab dalam kapasitasnya
sehagal pengurus perseroasan.
Berdasarkan uwraian tersebut di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa PT akan memperoleh status sebagaei badan
utkum setelah semua tahap yvang disebutkan telah dipenuhi,

hal ini sesual dengan isi Pasal 38 KUHD.

. KESIMPLUL AN
L. Dalam pendirisn persercan terbatas harus terdiri dari
tahap-tahap :
a. Rrta pendirian perseroan  terbatas harus akta
otentik (pasal 38 ayat 1 KUMD}.
b. Akta pendirian harus mendapat pengesahan dari
Menterl Kehakiman (pasal 346 ayat 2 KUHD}.
¢. Alkta pendirian setelah disahkan oleh Menteri
Kehakiman harus dimumkan pada Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia serta didaftarkan pada
pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayvat 2 KUHD).
2. Perseroan terbatas vang belum mendapat pengesahan, tapi
telabh beroperasional sebageimana  perserocan  terbatas
vang telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum,
maka perseroan iterbatas seperti ini dinamakan perseroan
terbatas dalam pendirian dan segals perikatan  vyang
dibuat oleh pengurus perserocan dalam pendirian tersebut
menjadi tanggungisawab pengurusnva kepada pihak ketiga,
dan pesero  (pemegang saham) tidak dapat dimintakan
pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga apabile pengu-
Fu% atau pesero pengurus tidak bertanggungjawab, karena
pesern hanya mempunyal hubungan dengan pengurus atau
PESErD Pengurus.
2. Bahwa perserocan terbatas akan memperoleh kedudukan
sebagai badan hukum apabila semua tahnap untuk berdiri-

fmya perserpan terbatas telah dipenuhi. Apasbila ada
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tahap vang belum dipenuhi tapi persercan telah berap-
erasional, maka pengurus atasu pesero mempunyai tang-
gungiawab tertentu sesual dengan sampai mana tahap vang

ada telah dipenuhi.
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